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BAB III  
PEMBAHASAN 
 
A. Kasus Posisi 
A.1 Kronologis Kasus 
Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama 
Rengga Harianto dan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa perkara tersebut 
yaitu Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB 
saksi Albertus andre kusuma bersama dengan saksi Ecky dwi Prasasti, saksi 
Gustria Erlangga dan saksi Muhammad Indra ngopi di depan Museum 
Brawijaya Jl. Ijen Kota Malang kemudian datang terdakwa bersama dengan 
teman-temannya yang ikut bergabung lalu sekitar jam 23.30 WIB Sdr. Eka 
Bagus Saputra mengajak pindah tempat sehingga kemudian terdakwa bersama 
dengan teman-temannya dan juga saksi Albertus andre kusuma, saksi Ecky 
dwi prasasti, saksi Gustria erlangga dan saksi Muhammad Indra dengan 
mengendarai sepeda motor berputar-putar kota Malang hingga sampai pada 
hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB berhenti dan 
masuk ke sebuah rumah kosong di depan Pasar Blimbing Jl. Borobudur 
Kecamatan Blimbing Kota Malang. 
Setelah berada di dalam rumah, terdakwa meminjam HP merk Nokia N-
70 milik saksi Ecky dwi prasasti dan tidak dikembalikan lalu pada saat saksi 
Albertus andre kusuma hendak mengambil kembali HP tersebut terdakwa dan 
teman-temannyat tidak mau mengembalikannya dansecara bersama-sama 
dengan menggunakan tangan kosong langsung memukuli bagian wajah dan 
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badan saksi Albertus andre kusuma hingga terjatuh kemudian diinjak-injak 
dengan menggunakan kaki, setelahitu terdakwa dan teman-temannya secara 
paksa juga mengambil HP dan dompet yang berisi STNK sepeda motor milik 
saksi Albertus andre kusuma kemudian terdakwa dan teman-temannya 
meninggalkan saksi Albertus andre kusuma yang sudah dalam keadaan tidak 
berdaya lalu membawa saksi Ecky dwi prasasti keruangan lain yang kemudian 
diperkosa secara bergiliran oleh terdakwa dan teman-temannya. 
Setelah menguasai barang-barang milik saksi Albertu andre kusuma dan 
saksi Ecky dwi prasasti tersebut, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya 
menjual 2 (dua) buah HP tersebut dan laku sehargaRp.150.000,- (seratus lima 
puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya dipergunakan oleh 
terdakwa dan teman-temannya untuk membeli minuman keras untuk diminum 
bersama-sama. 
Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, 
saksi Albertus andre kusuma dan saksi Ecky dwiprasasti selain mengalami 
luka-luka juga mengalami kerugian dengan total sebesar kurang lebih 
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
A.2 Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum 
Pertama,Bahwa terdakwa Rengga Harianto baik bertindak sendiri-
sendirimaupun bersama-sama dengan saksi Andhika Pratama alias Ambon, 
Sdr. Eka Bagus Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Adi alias 
Baduk alias Bagus, Sdr. Aris dan Sdr. Wahyu (belum tertangkap dan masuk 
dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 
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sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau 
setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kosong 
di depan Pasar Blimbing Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang, 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum 
Pengadilan Negeri Malang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetapi 
menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara 
sebagai berikut : 
a. Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB 
saksi Albertus Andre Kusuma bersama dengan saksi Ecky Dwi 
Prasasti, saksi Gusria Erlangga dan saksi Muhamad Indra ngopi di 
depan Museum Brawijaya Jl. Ijen Kota Malang kemudian dating 
terdakwa bersama dengan teman-temannya yang ikut bergabung lalu 
sekitar jam 23.30 WIB Sdr. Eka Bagus Saputra mengajak pindah 
tempat sehingga kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya 
dan juga saksi Albertus Andre Kusuma, saksi Ecky Dwi Prasasti, saksi 
Gusria Erlangga dan saksi Muhamad Indra dengan mengendarai 
sepeda motor berputar-putar kota Malang hingga sampai pada hari 
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Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB berhenti dan 
masuk ke sebuah rumah kosong di depan Pasar Blimbing Jl. 
Borobudur Kecamatan Blimbing KotaMalang ; 
b. Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa meminjam HP merk 
Nokia N-70 milik saksi Ecky Dwi Prasasti dan tidak dikembalikan lalu 
pada saat saksi Albertus Andre Kusuma hendak mengambil kembali 
HP tersebut terdakwa dan teman - temannya tidak mau 
mengembalikannya dan secara bersama-sama dengan menggunakan 
tangan kosong langsung memukuli bagian wajah dan badan saksi 
Albertus Andre Kusuma hingga terjatuh kemudian diinjak-injak 
dengan menggunakan kaki, setelah itu terdakwa dan teman-temannya 
secara paksa juga mengambil HP dan dompet yang berisi STNK 
sepeda motor milik saksi Albertus Andre Kusuma kemudian terdakwa 
dan teman-temannya meninggalkan saksi Albertus Andre Kusuma 
yang sudah dalam keadaan tidak berdaya lalu membawa saksi Ecky 
Dwi Prasasti keruangan lain yang kemudian diperkosa secara 
bergiliran oleh terdakwa dan teman-temannya ; 
b. Bahwa setelah menguasai barang-barang milik saksi Albertus 
Andrekusuma dan saksi Ecky Dwi Prasasti tersebut, selanjutnya 
terdakwa dan teman-temannya menjual 2 (dua) buah HP tersebut dan 
laku seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang 
kemudian uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa dan 
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teman-temannya untuk membeli minuman keras untuk diminum 
bersama-sama ; 
d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya 
tersebut, saksi Albertus Andre Kusuma dan saksi Ecky Dwi Prasasti 
selain mengalami luka-luka juga mengalami kerugian dengan total 
sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 365ayat (2) ke-2 KUHP 
Kedua, Bahwa terdakwa Rengga Hariantobaik bertindak sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan saksi Andhika Pratama alias Ambon, Sdr. Eka 
Bagus Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Adi alias Baduk alias 
Bagus, Sdr. ARIS danSdr. WAHYU (belum tertangkap dan masuk dalam 
Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 
02.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidak-
tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kosong di depan 
Pasar Blimbing Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang, atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hokum 
Pengadilan Negeri Malang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk 
mengunyungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa 
seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu 
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atau lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, 
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
a. Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 20.00 WIB 
saksi Albertus Andre Kusuma bersama dengan saksi ECKY Dwi 
Prasasti, saksi Gusria Erlangga dan saksi Muhamad Indra ngopi di 
depan Museum Brawijaya Jl. Ijen Kota Malang kemudian datang 
terdakwa bersama dengan teman-temannya yang ikut bergabung lalu 
sekitar jam 23.30 WIB Sdr. Eka Bagus Saputra mengajak pindah 
tempat sehingga kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya 
dan juga saksi Albertus Andre Kusuma, saksi Ecky Dwi Prasasti, saksi 
Gusria Erlangga dan saksi Muhamad Indra dengan mengendarai 
sepeda motor berputar-putar kota Malang hingga sampai pada hari 
Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitar jam 02.00 WIB berhenti dan 
masuk ke sebuah rumah kosong di depan Pasar Blimbing Jl. 
Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang ; 
b.  Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa meminjam HP merk 
Nokia N-70 milik saksi Ecky Dwi Prasasti dan tidak dikembalikan lalu 
pada saat saksi Albertus Andre Kusuma hendak mengambil kembali 
HP tersebut terdakwa dan teman-temannya tidak mau 
mengembalikannya dan secara bersama-sama dengan menggunakan 
tangan kosong langsung memukuli bagian wajah dan badan saksi 
Albertus Andre Kusuma hingga terjatuh kemudian diinjak-injak 
dengan menggunakan kaki, setelah itu terdakwa dan teman-temannya 
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secara paksa juga mengambil HP dan dompet yang berisi STNK 
sepeda motor miliksaksi Albertus Andre Kusuma kemudian terdakwa 
dan teman-temannya meninggalkan saksi Albertus Andre Kusuma 
yang sudah dalam keadaan tidak berdaya lalu membawa saksi Ecky 
Dwi Prasasti keruangan lain yang kemudian diperkosa secara 
bergiliran oleh terdakwa dan teman-temannya ; 
c.  Bahwa setelah menguasai barang-barang milik saksi Albertus Andre 
Kusuma dan saksi Ecky Dwi Prasastitersebut, selanjutnya terdakwa 
dan teman-temannya menjual 2 (dua) buah HP tersebut dan laku 
seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian 
uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa dan teman-
temannya untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama-
sama ; 
d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya 
tersebut, saksi Albertus Andre Kusuma dan saksi Ecky Dwi Prasasti 
selain mengalami luka-luka juga mengalami kerugian dengan total 
sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;Perbuatan 
terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 368 
ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 
Ketiga, Bahwa terdakwa Rengga Harianto baik bertindak sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan saksi Andhika Pratama alias Ambon, Sdr. Eka 
Bagus Saputra (terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr. Adi aliasBaduk alias 
Bagus, Sdr. Aris danSdr. Wahyu (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar 
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Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekitarjam02.30 
WIBatau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya 
masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah kosong di depan Pasar 
Blimbing Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing Kota Malang, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Malang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau dengan ancaman 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, perbuatan 
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
a. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan 
kesatu atau kedua terdakwa juga memperkosa saksi Ecky Dwi 
Prasastiterakhir kali setelah teman-teman Terdakwa, Andhika Pratama 
alias Ambon, Sdr. Eka Bagus Saputra (terdakwa dalam perkara 
terpisah), Sdr. Adi alias Baduk alias Bagus, Sdr. Aris dan Sdr. Wahyu 
(belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) 
memperkosa saksi dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa ke 
dalam kemaluan saksi Ecky Dwi Prasasti, hingga Terdakwa 
mengeluarkan air mani di dalam vagina korban Ecky ; 
b. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 
13/III/OBG/2014 tanggal 23 Maret 2014 oleh dr.Bambang Raharjo 
SpOg, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Selaput dara wanita ini seperti wanita yang pernah bersetubuh ; 
2. Ditemukan sel mani pada liang sanggama ; 
50 
 
3. Tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada kerampang     
kemaluan  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pgfdtgidana dalam 
Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 
B. Pembuktian Kasus Dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus.Anak/2015/ 
      PN.Malang 
B.1 Fakta-Fakta Hukum 
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara 
berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti : 
a.  Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 dini 
hari,saksi Albertus Andre Kusuma bersama Indra, Gusria, Samueldan 
saksi Ecky Dwi Prasasti sedang nongkrong di Museum 
Brawijaya,kemudian datang Eka Bagus dan temannya 7 orang 
termasuk terdakwadan selanjutnya oleh Eka Bagus diajak jalan menuju 
Stadion Gajayanakemudian ke arah stasiun sampai ke arah pasar 
Blimbing ;  
b. Bahwa benar, setiba di pasar Blimbing, saksi Albertus Andre 
Kusumamengatakan ke teman-teman mau mengambil motor di 
museum dan mau menjemput Ecky dan pulang, namun ternyata tidak 
boleh pulang malahdiantar oleh para pelaku ke museum dan kembali 
lagi ke rumah kosong dipasar Blimbing ; 
c.  Bahwa benar, sampai di Pasal Blimbing, awalnya ngobrol-ngobrol 
terusBagus meminjam handphone milik saksi Ecky Dwi Prasasti, lalu 
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handphone berpindah ke tangannya terdakwa dan setelah beberapa 
lama saksi hendak pamit dan menanyakan tentang handphone milik 
saksi EckyDwi Prasasti karena mau pulang ; 
d.  Bahwa benar, terdakwa menanyakan ke Aris “mas Aris, manahapenya 
mau diambil yang punya?” kemudian ARIS menjawab“bilang saja 
tidak dikembalikan!”, kemudian terdakwa mengatakanpada saksi Ecky 
Dwi Prasasti “Maaf Mbak, Saya Tidak TahuYang Membawa Hp 
Teman-Teman” ;  
e.  Bahwa benar, saksi Ecky Dwi Prasasti berusaha untuk menanyakanlagi 
dengan nada tinggi, lalu terdakwa bilang kalau yang mengambil mas 
itu(sambil menunjukkan ke arah Aris), selanjutnya Aris menunjuk ke 
arah Baduk, kemudian saksi Ecky Dwi Prasasti menanyakan ke 
Baduktentang HP nya, secara spontan Baduk tidak terima kalau 
dituduh mencuridan saat itu juga saksi Albertus Andre Kusuma datang 
menanyakan“ada apa?” kemudian saksi Ecky Dwi Prasasti menjawab 
“hp sayadia ambil mas ini”; 
f.  Bahwa benar, Baduk tetap tidak terima dituduh mencuri, kemudian 
saksiAlbertus Andre Kusuma dipukul dari belakang oleh Baduk 
spontanterdakwa dan teman-teman ikut-ikut memukul saksi Albertus 
Andrekusuma ; 
g.  Bahwa benar, saksi Andhika Pratama yang saat itu sedang mabuk ikut 
memukul korban hanya 1 (satu) kali kemudian disuruh jaga di luar 
rumah kosong tersebut sambil minum minuman ; 
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h.  Bahwa benar, melihat saksi Albertus Andre Kusuma dikeroyok, saksi 
Ecky Dwi Prasasti berteriak-teriak kemudian ada orang 2 (dua) yang 
memegangi dan menyerat saksi Ecky Dwi Prasasti ke arah 
dalamrumah kosong tersebut ;  
i.  Bahwa benar, saat diseret oleh 2 (dua) orang tidak dikenal, saksi Ecky 
Dwi Prasasti ditidurkan kemudian celana panjang dan celana pendek 
dilepas juga oleh pelaku orang yang agak gemuk pendek dan orang 
yang bernama Bagus, lalu orang yang gemuk itu melepaskan 
celananya kemudian kemaluannya yang gemuk itu dimasukan ke 
kemaluan saksi Ecky Dwi Prasasti sampai masuk dan didorong maju 
mundur berulang sampai terasa ada yang keluar dari kemaluan si 
gemuk ; 
j.  Bahwa benar, setelah si gemuk, gantian yang memperkosa saksi Ecky 
Dwi Prasasti adalah Bagus dengan cara dimasukan ke kemaluan saksi 
dengan cara didorong naik turun namun tidak sampai keluar air 
maninya lalu gantian dengan orang lainnya, setelah itu Ambon 
memperkosa saksi 2 (dua) kali dan yang pertama kali tidak sampai 
keluar air maninya, baru yang kedua kalinya air maninya Ambon 
terasa keluar di dalam kemaluan ; 
k.  Bahwa benar, setelah masih ada orang yang saksi Ecky Dwi Prasasti 
tidak kenal orang yang berikutnya yaitu orangnya ke 5, 6 dan 7 
semuanyadengan cara kemaluannya dimasukkan ke kemaluan saksi 
dengan cara didorong naik turun dan keluar air mani di dalam 
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kemaluan saksi Ecky Dwi Prasasti sampai banyak air mani di luar 
kemaluan ; 
l.  Bahwa benar, terdakwa ikut memperkosa saksi Ecky Dwi Prasasti 
yang terakhir, saat itu sedang tiduran di lantai, lalu kemaluan terdakwa 
dimasukkan ke kemaluan saksi Ecky Dwi Prasasti sampai 
mengeluarkan sperma di luar kemaluannya, saat menyetubuhi 
reaksinya saksi Ecky Dwi Prasasti Ecky hanya menangis sambil 
mengatakan “Sudah, Jangan” setelah Ecky Bilang “Sakit Mas” 
kemudian terdakwa sudah selesai ;  
m.  Bahwa benar, pada saat diperkosa, saksi Ecky Dwi Prasasti berteriak 
“Jangan.. Jangan..”, saat itu sempat menangis dan berontak tapi tidak 
berdaya ;  
n.  Bahwa benar, setelah kejadian, ada barang milik saksi Albertus Andre 
Kusuma dan Ecky Dwi Prasasti, yaitu handphone merk Nokia dan 
Cross, dompet, nilainya kurang lebih 3 juta ;  
o.  Bahwa benar, pada saat kejadian itu ada barang milik korban yang 
diambil, yang terdakwa ketahui ada 2 (dua) HP milik saksi Ecky Dwi 
Prasasti dan Albertus Andre Kusuma, kemudian HP tersebut dijual dan 
laku 150 ribu, uangnya dipakai makan-makan dan terdakwa menikmati 
hasil daripenjualan HP tersebut ; 
B.2 Pembuktian Hakim Atas Fakta 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan 
pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif 
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kumulatif kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua 
melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 
ketiga Pasal285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi 
alternatif kumulatif, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan 
alternative baru selanjutnya dakwaan kumulatif ; 
Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan 
alternatif kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsur 
deliknya : 
1. Barang siapa ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat 
diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, 
dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijke persoon yang 
merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak 
subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; 
Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa Rengga Harianto yang 
identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh 
dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh 
penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian 
unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
2.Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya 
kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
55 
 
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah 
melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda 
tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, 
berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah 
merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga 
merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang 
bergerak, barang tidak beregerak termasuk di dalamnya memiliki nilai 
ekonomis atau tidak ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian 
tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian 
saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut 
bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian 
ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya ; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum menujukkan perbuatan terdakwa 
yang dilakukan bersama dengan saksi Andhika Pratama, Bagus, Baduk 
dan teman-teman lainnya menunjukkan terdapat kekerasan yang 
dilakukan terhadap saksi Albertus Andre Kusuma dengan cara 
memukul dan menendang yang dilakukan secara bersama-sama pada 
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saat saksi Albertus Andre Kusuma meminta kembali handphone milik 
saksi Ecky Dwi Prasasti hingga akhirnya setelah selesai pemukulan, 
handphone milik saksi Albertus Andre Kusuma dan Ecky Dwi Prasasti 
telah berpindah dari kekuasaan saksi Albertus Andre Kusuma dan 
Ecky Dwi Prasasti ke dalam kekuasaan Bagus dan Baduk ;  
Menimbang, bahwa fakta hokum tersebut menunjukkan kekerasan 
yang dilakukan terhadap saksi Albertus Andre Kusuma dimaksudkan 
agar handphone milik saksi Albertus Andre Kusuma dan Ecky Dwi 
Prasasti yang telah berhasil diambil tetap berada dalam penguasaan 
mereka, hal mana sejalan dengan keterangan terdakwa bahwa setelah 
terjadinya pemukuluan pada saat di warung, terdakwa bersama dengan 
Wahyu mengatakan “Saya dapat HP sejumlah 2 (dua)” serta 
keterangan saksi Albertus Andre Kusuma dan Ecky Dwi Prasasti yang 
merasa kehilanga handphone merk Nokia dan Cross, dompet, nilainya 
kurang lebih 3 juta, hingga akhirnya handphone tersebut dijual dan 
laku 150 ribu, lalu uang hasil menjual handphone dipakai makan-
makan dan terdakwa ikut menikmati hasil dari penjualan handphone 
tersebut, dengan demikian menunjukkan bahwa perbuatan mengambil 
tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu tanpa seizin pemilik 
barang dan tujuannya untuk dimiliki dengan cara menjual semua 
handphone tersebut dan laku seharga 150 ribu yang uangnya dipakai 
makan 0makan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah 
menurut hukum ;  
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3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; 
Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini yaitu pelaku tindak 
pidana dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dan dengan bekerja sama ; 
Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, pemukulan 
terhadap saksi Albertus Andre Kusuma dilakukan bersama-sama oleh 
terdakwa bersama dengan saksi Andhika Pratama, Bagus, Baduk dan 
setelah kejadian saat berkumpul di warung, Wahyu mengeluarkan 2 
(dua) HP milik yang diketahui milik saksi Ecky Dwi Prasasti dan 
Albertus Andre Kusuma, kemudian HP tersebut dijual dan laku 150 
ribu, uangnya dipakai makan-makan, hal mana menunjukkan 
perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 2 orang dan bekerja sama, 
dengan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam dakwakan kesatu penuntut umum ; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan 
dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak akan 
dipertimbangkan lagi ; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, 
yaitu alternatif kumulatif, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan 
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ketiga, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-
unsurnya : 
1. Barang siapa ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat 
diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, 
dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijke persoon yang 
merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak 
subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; 
Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa Rengga Harianto yang 
identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh 
dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh 
penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian 
unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ; 
Menimbang, bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul 
dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
menendang dan lain lain, yang disamakan dengan kekerasan menurut 
pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ;  
Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah membuat seseorang 
yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan 
dirinya dengan kekerasan ; 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu 
tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih 
wajarbaginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, 
dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak 
akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si 
pemaksa ; 
Menimbang, bahwa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, pokoknya akibat dari pemaksaan 
itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa, 
dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk 
penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan 
wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat 
mengakibatkan kehamilan, persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh 
orang yang memaksa tersebut ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus 
diperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan 
peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973), dengan perkataan lain, 
dalam rangka penerapan pasal ini tetap dipandang sebagai di luar 
perkawinan ; 
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut, nampak bahwa 
terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi 
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Ecky Dwi Prasasti yang merupakan seorang perempuan, dimana saksi 
Ecky Dwi Prasasti dalam keadaaan terpojok, tidak memiliki pilihan 
yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari 
terdakwa, selain itu pula nampak saksi Ecky Dwi Prasasti mengalami 
ketakutan, hal mana Nampak dari kalimat yang diutarakan oleh saksi 
Ecky Dwi Prasasti saat disetubuhi yaitu berteriak “Jangan.. Jangan..”, 
“Sudah, Jangan” “Sakit Mas” hal mana menunjukkan bahwa 
persetubuhan tersebut dilakukan dengan ancaman kekearasan dan 
paksaan, demikian pula dari fakta di persidangan, terungkap pula 
bahwa antara terdakwa dengan saksi Ecky Dwi Prasasti tidak terikat 
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya unsur ini 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; 
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu ; 
Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, 
menurut Hazewinkel-Suringa diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya 
turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang 
disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak 
bersama (afspraak)diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-
sama melaksanakan kehendak itu (Vide Prof. Dr. Wirjono 
Projdodikoro, SH, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi 
Ketiga, Hal. 123) ; 
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Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut menunjukkan pelaku yang 
menyetubuhi saksi Ecky Dwi Prasastidilakukan oleh 7 orang termasuk 
yang terakhir adalah terdakwa, oleh karenanya Hakim berpendapat 
bahwa antara terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Bagus, AMBON, 
telah terdapat kerjasama yang disadari diantara mereka yang 
merupakan suatu kehendak bersama dan untuk mewujudkannya 
nampak dengan jelas telah persetubuhantersebut dilakukan secara 
bergantian terhadap saksi Ecky Dwi Prasasti, dengan demikian unsur 
ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwakan ketiga penuntut umum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu dan ketiga 
penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti 
secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana 
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-
2 KUH Pidana dan ketiga Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUH Pidana ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah 
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terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah 
dilakukannya ; 
Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi 
jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata 
lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat 
diminta pertanggungjawaban ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu 
yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. 
Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; 
Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan 
ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu 
kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu 
tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana; 
Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, 
yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, 
dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya 
dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau 
dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan 
syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor 
akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan 
perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak 
boleh dilakukan ;  
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Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk 
membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung 
jawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggung 
jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya 
untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan 
untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; 
Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan pengadilan menilai 
terdakwa Rengga Hariantomampu membedakan antara perbuatan yang 
baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang 
melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan 
kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan 
yang dilakukan ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim 
berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana 
yang dilakukan ; 
C.  Putusan Hakim 
Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
pidana dalamtingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 
Nama   : Rengga Harianto 
Umur/TTL  : 18 Tahun / 20 Agustus 1996 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal        :Jalan Simpang Tanjung Putra Yudha II / 46 RT.06 RW.13 
Kelurahan Tanjung Rejo KecamatanSukun Kota Malang 
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Agama   : Islam 
Pekerjaan  : belum berkerja 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,terdakwa 
telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
penuntut umum serta Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan 
yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan 
persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat 
menghilangkan sifat melawanhukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut 
Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah menurut hukum 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH 
Pidana dan ketiga Pasal 285KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidanadan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; 
Menimbang, bahwa selajutnya akan dipertimbangkan beberapa aspek untuk 
menentukan apakah terhadap terdakwa dijatuhi pidana ataukah tindakan yang 
akan dijatuhkan kepada diri terdakwa (Vide Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ; 
Menimbang, bahwa dari aspek aspek pribadi, pada saat diajukan ke persidangan 
terdakwa telah berusia 18 tahun, hingga saat ini terdakwa tinggal bersama ibu 
kandungnya, sudah putus sekolah dan tidak memiliki kegiatan yang tetap dan 
lebih banyak menghabiskan hidup dengan teman-temannya ; 
Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua 
kandungnya yang bernama Suprapti yang hanya datang pada awal persidangan 
dan tidak pernah datang lagi pada persidangan selanjutnya sampai dengan putusan 
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diucapkan, sehingga pengadilan mengalami kesulitan untuk untuk meminta 
tanggapan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ; 
Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi tersebut, berpendapatbahwa lebih 
tepat diterapkan pidana terhadap diri terdakwa terhadap tindak pidana yang telah 
diperbuatnya, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, 
adil dan setimpal dengan perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, Pengadilan tidak sependapat dengan saran yang diberikan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Malang memalui Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan terhadap klien terdakwaRengga Harianto (Vide Pasal 60 ayat (3) 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, 
maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani 
untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar 
putusan ini ; 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang 
akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat 
dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :  
Hal-hal yang meringankan : 
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a. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat 
memperbaikiperbuatannya di masa yang akan datang ;  
b. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;  
Hal-hal yang memberatkan : 
a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; 
b. Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi ECKY 
DWI PRASASTI ; 
Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaandengan putusan 
ini, khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan ketiga Pasal 285 KUHP 
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak serta undang-undang lain yang bersangkutan 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Rengga Harianto telah terbukti secara sah 
danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian 
Dengankekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Dan Perkosaanyang 
Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalamdakwaan kesatu dan 
ketiga penuntut umum 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rengga harianto tersebut oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)bulan 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 
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5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
Demikianlah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang pada hari Senintanggal 23 
Maret 2015, oleh kami :Agus Akhyudi, SH., MH.sebagai HakimTunggal, putusan 
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga 
dengan dibantu Mohan Ayusta, SH., panitera penggantipada Pengadilan Negeri 
Malang, dihadiri Ika Kusumawati, SH., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 
Malang serta terdakwa didampingi penasehat hukumnya. 
 
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus.Anak/ 
    2015/PN.Malang 
Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan 
lain yang berkaitan dengan masalah anak.Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 
butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan.” 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian menurut 
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Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menyatakan, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Kemudian, pada Pasal 
1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang 
dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, 
kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.49 
Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan mesti didasarkan dari isi surat 
dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah hakim memimpin dan mengarahkan 
jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti 
maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar hakim dapat menguasai jalan 
pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, harus lebih dahulu memahami 
secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutifyang terkandung dalam pasal 
tindak pidana yang didakwakan, serta trampil mengartikan dan menafsirkan pasal 
tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum hakim memulai 
pemeriksaanperkara di sidang pengadilan, lebih dahulu memahami secara 
mantapsemua unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam 
perkara Nomor 1Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH 
Pidana dan ketiga Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang 
telah tercantum dalam dakwaan kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim 
juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
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 Soetodjo, Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT, Refika Aditama. Hal 17 
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meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di persidangan pengadilan 
berdasarkan surat dakwaanPenuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap 
bagiannya. 
Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain hal tersebut diatas terdapat 
dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Ditinjau dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah 
menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan 
penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum 
karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem 
conviction in-time dengan sistem “pembuktian menurut undang-undang secara 
positif” (positiefwettelijk stelsel).Singkatnya, pasal 183 KUHAP dimaksudkan 
untuk: 
a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika 
memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana 
b. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan 
pidana
50
 
 
Berdasarkan maksud diatas, maka hakim akan mendapatkan keyakinan: 1). 
Terbukti terjadinya tindak pidana, 2). Terdakwa melakukannya, 3). Keyakinan 
terdakwa bersalah.   
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Penyebutan dua alat bukti merupakan limitatif suatu pembuktian yang 
minimum yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 184 KUHAP 
yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak 
diijinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusannya. 
Sehubungan dengan itu, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Tidak seorang pun 
dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah 
menurutundang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorangyang dianggap 
dapat bertanggung jawab, telah bersalahatas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya. 
Berdasarkan dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan 
bahwa untuk mencapai acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran, diperlukan 
adanya pembuktian. Dalam mengambil keputusanuntuk mencari kebenaran itu 
maka hakim memutus perkara berdasar pemeriksaan perbuatan yang dituduhkan 
dan hasil pemeriksaan dalampersidangan pengadilan. Putusan diambil 
berdasarkan keyakinan hakimdan alat bukti yang sah. 
Pada perkara tersebut diatas, alat bukti yang dapat ditemukan dan 
dipergunakan secara sah sesuai dengan undang-undang adalah keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat buktiyang paling 
utama dalam perkara pidana, yang berupa keterangan tentang suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri, denganmenyebutkan alasan dari 
keterangannya tersebut. Dari hasil pemeriksaandi persidangan, diperoleh 
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keterangan 2 (dua) orang saksi, dimanaketerangan-keterangan tersebut saling 
berhubungan, bersesuaian, dansaling mendukung satu sama lain. Sedangkan 
keterangan terdakwamenurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang 
dinyatakan terdakwadi persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau 
yangdiketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak 
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat buktiyang lain. 
Alat bukti lain yang dapat ditemukan selain 2 (dua) alat bukti tersebut 
diatas adalah petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP yangdimaksud 
dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yangkarena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupundengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatutindak pidana dan siapa 
pelakunya. Untuk menghindari dominasi subyektifhakim yang tidak wajar, 
penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk harus dilakukan hakim dengan arif 
lagi bijaksana, serta harus lebih dulumengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
Apabila seluruh tahapan proses pemeriksaan telah selesai dan hakim telah 
menyatakan ”pemeriksaan dinyatakan tertutup”, maka hakim kemudian 
menyiapkan putusanyang akan dijatuhkan. Mengenai putusan apa yang 
akandijatuhkan pengadilan, tergantung hasil penilaian yang diperoleh dari surat 
dakwaan dihubungkan dengansegala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus 
tetapmemperhatikan dan mendahulukan kepentingan para terdakwa yang 
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masihtergolong anak-anak. Berdasarkan teori pemidanaan, yaitu teori 
absolute,penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pemidanaan bagi para 
terdakwa yang masih anak-anak tidak bertujuansebagai pembalasan saja, tetapi 
juga bertujuan untuk mendidik agar sipelaku tindak pidana tersebut jera dan 
menjadi manusia yang baik, taat danpatuh pada hukum. 
Pemidanaan merupakan upaya yang terakhir yang dapat dijatuhkanoleh 
hakim kepada seorang terdakwa anak apabila upaya-upaya yanglainnya tidak bisa 
dilakukan. Pemidanaan merupakan alternatif terakhirbagi seorang terdakwa anak 
yang melakukan tindak pidana apabila masihdimungkinkan untuk diadakan 
tindakan terhadap anak, maka hakim akanmembatasi penjatuhan pidana. 
Pemidanaan dilakukan apabilanorma yang dilanggar begitu penting bagi 
kehidupan masyarakat sehinggapelanggaran terhadap norma maupun peraturan 
perundang-undangan yangberlaku tersebut tidak ada cara lain selain dengan 
pemidanaan. 
Semua unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, 285 KUHP junto pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa telah terpenuhi 
dalam pemeriksaan dipersidangan. Berdasarkan hal tersebut hakim telah 
memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah sah dan meyakinkan. Jika 
hakim hanya mengikuti persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah 
diterangkan diatas, maka tidak akan ada pembeda antara persidangan untuk anak 
dengan persidangan untuk orang dewasa. 
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Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan 
sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan 
putusan jugasangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu 
relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.Dalam menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa khusunya anak perlu ditangani secara khusus dalam 
rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat - sifat 
emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan 
perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. 
Penanganan secara khusus dalam tingkat pengadilan anak itu tidak hanya 
memperhatikan kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan unsur-unsur yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Kekhususan dalam 
peradilan anak ialah adanya pertimbangan hakim terhadap pandangan orang tua 
terdakwa, pendapat anak korban serta laporan penelitian kemasyarakatan dari 
pembimbing kemasyarakatan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak yang 
menegaskan, 
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan 
kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal 
yang bermanfaat bagi Anak. 
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. 
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan 
dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. 
(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal 
demi hokum.penjelasan Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah 
tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat 
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Berdasarkan pasal tersebut, tiga syarat tambahan yang harus 
dipertimbangkan hakim sebagai satu kesatuan dalam system pidana anak. 
Sehingga ketiga syarat harus tercermin dalam amar putusan hakim. Dari apa yang 
penulis temukan di dalam amar putusan tersebut, belum terdapat pertimbangan 
pendapat anak korban. Meskipun hal ini merupakan kewenangan mutlak hakim 
dalam memberi kesempatan atau tidak memberi kesempatan anak korban untuk 
menyampaikan pendapatnya, hakim dalam putusannya wajib memberikan alasan 
apa dan mengapa anak korban diberi atau tidak diberi kesempatan untuk 
menyampaikan pendapatnya sebagai konsekuensi dari aturan tersebut.  
  Putusan hakim harus memuat semua isi dari apa yang terjadi dalam proses 
peradilan dan semua unsur-unsur yang dilakukan untuk menunjang jalannya proses 
persidangan agar tidak terjadi ke tidak sesuaian putusan hakim dengan yang diatur di 
dalam undang-undang. Dalam Putusan hakim Nomor1/Pid.Sus.Anak/2015/ 
PN.Malang hanya sedikit menyinggung masalah Penelitan kemasyarakatan, dalam 
putusan tersebut hakim hanya menerangkan menolak saran dari hasil penelitian 
kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai pemasyarakatan tanpa menguraikan bagian 
mana dari hasil penelitian kemasyarakatan yang ditolak olehnya. Padahal hasil penelitian 
ini sangat penting dalam menilai penjatuhan sanksi terhadap anak. Apalagi hal ini 
berkaitan erat dengan amanah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
system Peradilan Anak yang menegaskan, 
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadikemudian dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 
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Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, Hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Hakim tidak saja menuntut putusan Hakim sesuai 
dengan hukum dan/atau memutuskan perkara mestinya tidak hanya membolak-
balik fakta-fakta hukum dan berupaya menjustifikasi pandangannya berdasarkan 
bunyi kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam 
waktu bersamaan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas 
subsidiaritas (ultimum remedium) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
The Riyadh Guidelines yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat 
dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat 
memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi 
fisik dan psikologis anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. 
Dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang belum benar-benar 
tercermin pertimbangan hakim dalam melihat kemampuan orang tua terdakwa 
dalam memberikan jaminan perlindungan. Hanya karena ketidakhadiran orang tua 
dalam pembacaan putusan sehingga hakim meniadakan pertimbangan berdasarkan 
pandangan orang tua terdakwa.  
Bagong Suyanto menyebutkan bahwa secara normative bila hakim 
terpaksa memenjarakan terdakwa anak maka seyogianya pilihan tersebut 
merupakan pilihan yang terakhir dan semata-mata demi kepentingan anak agar 
anak bertaubat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan 
pilihan terakhir karena penajara atau lembaga pemasyarakatan dapat 
menyebabkan terjadinya kontaminasi, dimana anak yang masuk Lembaga 
Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses pembinanaan tapi justru menjalani 
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proses pembelajaran untuk lebih berani dan profesional dalam melakukan 
kejahatan.
51
 
 
Berdasarkan syarat-syarat pertimbangan diatas, jelas terlihat apa yang 
menjadi alasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam PutusanNomor 
1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang adalah  lebih berdasar kepada pembuktian dari 
alat-alat bukti serta kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan unsur-unsur pasal-pasal yang di dakwakan. Dengan kata lain yang 
tercerminkan dalam pertimbangan tersebut lebih berorientasi kepada teori 
pemidanaan absolute dimana dalam pandangan teori tersebut lebih menekankan 
pemberian efek jera dengan cara pembalasan terhadap perbuatan pelaku. 
Pertimbangan semacam ini tidak benar-benar mencerminkan system peradilan 
anak, melainkan yang tercermin ialah peradilan terhadap orang dewasa. 
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